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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi meemiliki deefinisi yang diatur dalam hukum Indoneesia, yaitu 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang meenggambarkan korupsi 

seebagai peerbuatan meelawan hukum yang dilakukan deengan maksud 

meempeerkaya diri seendiri dan meerugikan keeuangan neegara atau peereekonomian 

nasional. Dalam konteeks ini, korupsi bukan hanya meerugikan individu atau 

keelompok teerteentu, teetapi juga beerdampak neegatif pada seeluruh neegara dan 

masyarakatnya.1 Beerbagai peeraturan peerundang-undangan meengeenai tindak 

pidana korupsi teelah diundangkan, namun peeraturan peerundang-undang yang 

ada dan teelah beerlaku teerseebut dalam reealitasnya dirasakan teetap sulit untuk 

meengurangi peerkeembangan tindak pidana korupsi di Indoneesia.  

Tindak pidana korupsi teelah meenjadi keejahatan yang dianggap 

meerusak seendi-seendi keehidupan beermasyarakat dan beerneegara. Peengaturan 

yang meengatur meengeenai tindak pidana korupsi ialah Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20   Tahun   2001   Teentang   

Peembeerantasan   Tindak   Pidana   Korupsi. Beerdasarkan peemahaman  Pasal  2  

Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  bahwa  korupsi  adalah: 

“Peerbuatan seecara meelawan hukum deengan maksud meempeerkaya diri seendiri 

atau orang lain (peerseeorangan  atau    korporasi)    yang    dapat meerugikan    

keeuangan atau peereekonomian neegara.” Peerkeembangan korupsi di Indoneesia 

 
1Eevi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Eedisi Peertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1. 
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seekarang ini meenimbulkan keerugian neegara yang sangat beesar. Tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleeh Peegawai Neegeeri  Sipil,  meesti  dilakukan  

peenindakan  seesuai  hukum,  dimana  dalam  salah proseesnya  adalah  prosees  

peersidangan.  Tindak  pidana  korupsi  dikateegorikan  seebagai suatu keejahatan 

yang luar biasa.2 

Secara khusus, Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur audit 

forensik sebagai disiplin tersendiri mungkin tidak ada di semua yurisdiksi. 

Audit forensik sering kali diatur oleh kerangka hukum yang lebih umum, 

seperti peraturan mengenai audit keuangan, investigasi kecurangan, atau 

pengawasan keuangan. Misalnya, di beberapa negara, audit forensik dapat 

diatur di bawah undang-undang atau peraturan yang mengatur praktik 

akuntansi, audit, atau investigasi keuangan. 

Namun demikian, meskipun tidak ada Undang-Undang khusus yang 

secara eksklusif mengatur audit forensik, praktik audit forensik biasanya 

mengikuti standar dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi atau 

badan regulasi yang relevan. Contohnya, di Amerika Serikat, praktik audit 

forensik bisa terkait dengan standar audit umum yang dikeluarkan oleh 

PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) atau standar yang 

dikeluarkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) 

untuk praktik audit forensik. 

 
2Wahyu Noviacahyani. Eelly Sudarti, Yulia Monita, “DASAR PEeRTIMBANGAN HAKIM 

DALAM MEeNJATUHKAN PIDANA PEeLAKU TINDAK PIDANA KORUPSI” PAMPAS: 

Journal Of Criminal Law 3, Vol 3, No. 3, 2022. Diaksees Dari 

https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585, Pada Tanggal 21 Noveembeer 2023 Pukul 19:38. 

https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585
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Jadi, sementara tidak ada UU audit forensik yang eksplisit di banyak 

yurisdiksi, praktik audit forensik biasanya diatur oleh berbagai undang-

undang dan peraturan yang relevan terkait dengan audit, investigasi 

keuangan, dan kepatuhan hukum. 

Prakteek peenyimpangan dan keecurangan dapat teerjadi di seemua seektor, 

baik publik maupun swasta. Dapat teerjadi di seemua jeenis peerusahaan dan 

leembaga atau instansi peemeerintah deengan beerbagai beentuk macam teermasuk 

meemanfaatkan peerkeembangan teeknologi. Untuk meenceegah peenyimpangan dan 

keecurangan disamping deengan meeneerapkan prakteek good corporatee 

goveernancee, audit foreensik seerta keeteerangan ahli dapat beerpeeran di dalamnya. 

Kareena disamping meengungkap teerjadinya praktik peenyalahgunaan dan 

keecurangan, audit foreensik juga dapat meembeeri eefeek jeera bagi peelakunya. Hal 

ini dikareenakan audit foreensik beerpeeran beesar meembongkar tindak keejahatan 

keeuangan teerseebut untuk seelanjutnya diprosees seecara hukum, seehingga pihak-

pihak yang beereencana meelakukan peenyimpangan atau keejahatan, beerpikir 

ulang dan meengeevaluasi reencana jahatnya untuk keemudian meembatalkan.  

Audit foreensik adalah prosees inveestigatif yang kompleeks dan 

teerstruktur yang dirancang untuk meendeeteeksi, meenganalisis, dan 

meengumpulkan bukti-bukti teerkait deengan keecurangan atau tindakan ileegal 

dalam keegiatan keeuangan. Beerbeeda deengan audit keeuangan standar yang leebih 

fokus pada veerifikasi keepatuhan teerhadap standar akuntansi dan peelaporan 

keeuangan, audit foreensik beertujuan untuk meengungkap adanya peenipuan, 
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korupsi, dan aktivitas ileegal lainnya yang dapat meerugikan eentitas atau 

individu teerteentu. 

Audit foreensik dapat dideefinisikan seebagai seerangkaian proseedur 

peemeeriksaan yang diteerapkan deengan tujuan meendeeteeksi, meengumpulkan, dan 

meenganalisis bukti-bukti teerkait keecurangan atau keetidakbeereesan dalam 

keeuangan. Prosees ini meelibatkan peenggunaan teeknik inveestigatif dan meetodee 

akuntansi foreensik untuk meengideentifikasi peelaku keecurangan, meemahami 

modus opeerandi meereeka, seerta meeneentukan dampak finansial dari tindakan 

meereeka. 

Dalam audit foreensik, auditor meenggunakan beerbagai teeknik dan alat 

analitis yang canggih untuk meengideentifikasi anomali atau pola yang 

meencurigakan dalam catatan keeuangan. Prosees ini seering meelibatkan 

peeneelusuran transaksi keeuangan, wawancara deengan pihak teerkait, seerta 

analisis dokumeen dan data yang reeleevan. Auditor foreensik harus meemiliki 

peengeetahuan meendalam teentang akuntansi, hukum, dan teeknik inveestigatif 

untuk eefeektif dalam meenjalankan tugas meereeka. 

Peemeeriksaan inveestigatif meerupakan peemeeriksaan “lanjutan” dari 

auditing yang leebih khusus dalam meendalam, yang meenuju pada 

peengungkapan peenyimpanagan. Peemeeriksaan inveetigativee meerupajan bagian 

dari akuntasni foreensic, yaitu aplikasi keeteerampilan/keeahlian 

keeungan/akuntansi dan cara beerpikir inveestigativee untuk meemcahkan 

masalah-maslah hukum, hal ini meemiliki makna bahwa hasil akuntasi 
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foreensic dapat dijadikan alat bukti untuk suatu tuntutan di Peengadilam atau 

layak untuk meenjadi peerdeebatan publik. 

Keesukseesan yang paling utama diseebabkan oleeh keerjasama dan 

koordinasi dari beerbagai badan peeneegak hukum seerta peeran masyarakat dalam 

meenceegah dan meembeeratas tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 108 

ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.3  Peembeerantasan korupsi teelah banyak 

dilakuakan akan teetapi dalam meenimbulakn eefeek jeera deengan teerpeenjaranya 

para peelaku koruptor tidak mudah. Hal teerseebut teerjadi kareean peeneegakan 

hukum di indoneesia tidak luansa dalam peengaruh keeuasaan. Beebeerapa strateegi 

yang dirumuskan oleeh beerbagai leembaga peemeerintah seepeerti BPK, BPKP, 

Inspeektorat, KPK seerta kalangan LSM seepeerti MTI dan ICW masih beelum 

mampu meenuntaskan peermasahan korupsi.4 

Salah satu kasus korupsi yang meenonjol di Indoneesia adalah kasus 

Drs. H. Rahudman Harahap, MM., yang teercatat dalam Putusan Mahkamah 

Agung (No. 236 K/Pid.Sus/2014) Kasus ini meenggambarkan kompleeksitas 

tindak pidana korupsi dan peentingnya audit foreensik dalam peembuktian 

hukum. Drs. H. Rahudman Harahap, MM., yang meenjabat seebagai Walikota 

Meedan dan mantan Seekreetaris Daeerah Kabupateen Tapanuli Seelatan, didakwa 

meelakukan korupsi beersama-sama deengan Amrin Tambunan. Meereeka dituduh 

meenyalahgunakan dana Tunjangan Peenghasilan Aparat Peemeerintah Deesa 

 
3Eermansjah Djaja, Meembeerantas Korupsi Beersama Komisi Peembeerantas Korupsi, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 162 
4Wiratmaja, I Deewa Nyoman. . “Akuntansi Foreensik Dalam Upaya Peembeerantasan Tindak 

Pidana Korupsi”, Univeersitas Udayana, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 5, No. 2. 

Diaksees Dari Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Indeex.Php/Jiab/Articlee/Vieew/2616 Pada Tanggal 21 

Noveembeer 2023 Pukul 19:58. 

https://ojs.unud.ac.id/Index.Php/Jiab/Article/View/2616
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(TPAPD) tahun anggaran 2004-2005, yang meenyeebabkan keerugian neegara 

seebeesar Rp2.071.440.000,00. Kasus ini meenarik peerhatian kareena meelibatkan 

peejabat tinggi daeerah dan meenggunakan modus opeerandi yang meelibatkan 

peemalsuan dokumeen dan manipulasi anggaran. 

Putusan (No: 236 K/Pid.Sus/2014.) bahwasanya dalam putusan 

teerseebut peenulis meengeemukakan adanya peembuktian deengan peenggunaan 

audit foreensik seerta keetarangan ahli didalamnya seesuai deengan peeneelitan 

peenulis. Dalam putusan teerseebut teerdapat peembuktian meenggunakan 

keeteerangan ahli auditor dari BPK RI yang meenjeelaskan bahwasanya ahli teelah 

meenyeebutkan “bahwa laporan hasil peemeeriksaan BPK itu sudah diteetapkan 

bahwasanya itu adalah poteensi keerugian neegara”. Dalam putusan teerseebut juga 

dipeerteegas oleeh Ahli Marual Situmorang dipeersidangan, bahwa teemuan 

teerseebut tidak peernah ditindak lanjuti oleeh Dinas PU Kab. Deeli Seerdang 

seehingga teemuan seebagaimana diseebutkan dalam Laporan BPK RI Peerwakilan 

Sumateera Utara teerseebut meerupakan keerugian neegeera yang dipeerkuat deengan 

keeteerangan Saksi Adee-Chargee. Adapun deengan hasil dari peenghitugan audit 

diuraikan total keerugian neegara seesui teemuan BPK beerjumlah Rp. 

105.830.013.698,61.  

Deengan deemikian seesuai deengan putusan teerseebut diseebutkan 

peerbuatan teerdakwa tidak dapat dibeenarkan kareena beerteentangan deengan 

hukum seesuai deengan fakta peersidangan. Dalam putusan diseebutkan Leembaga 

neegara yang meempunyai tugas untuk meelakukan peemeeriksaan inveestigasi 

adalah BPK seebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-
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undang nomor 15 tahun 2006, tata cara Peelaksaan tugas BPK diatur deengan 

peeraturan BPK. Teerleepas dari “beenar” atau “tidaknya” hasil peemeeriksaan yang 

dilakukan oleeh Jaksa teerseebut. Teerdakwa dan Peenasihat Hukumnya 

meemahami bahwa peeneentuan adanya keerugian neegara harus didasarkan atas 

hasil audit Badan Peemeeriksa Keeuangan (BPK), yang seecara konstitusional 

meemiliki keeweenangan atributif dalam meelakukan peenghitungan keeuangan 

Neegara. 

Putusan-putusan teerseebut seecara tidak langsung meenyeebutkan 

bahwasanya yang dapat meengeeluarkan atau meelakukan peemeerikasaan 

inveestigasi yaitu BPK, kareena peenghitungan keerugian keeuangan neegara seesuai 

deengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 teentang Badan Peemeeriksa 

Keeuangan, khususnya Pasal 6, adalah meerupakan keeweenangan dari Badan 

Peemeeriksa Keeuangan (BPK), bukan keeweenangan dari institusi lain. 

Seebagaimana pula di dalam keeteentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 teentang Peemeeriksaan Peengeelolaan dan Tanggung-Jawab 

Keeuangan Neegara, Jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 

2006 teentang BPK, diseebutkan: “Badan yang beerweenang meelaporkan adanya 

indikasi keerugian neegara/daeerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK”. 

Keemudian dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

diteentukan, “laporan” BPK teerseebut dijadikan dasar “peenyidikan” oleeh peejabat 

peenyidik. Artinya, badan yang beerweenang meemeeriksa keeuangan neegara yang 

dilakukan oleeh Peemeerintah Pusat, Peemeerintah Daeerah, Leembaga Neegara 

lainnya, Bank Indoneesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan 
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leembaga atau badan lain adalah BPK. Deemikian juga yang beerweenang 

meelaporkan keepada peenyidik adanya keerugian neegara adalah BPK.5 

Kasus diatas masing-masing meenggunakan hasil laporan audit 

inveestigasi yang biasanya dimanfaatkan oleeh para peenyidik, baik peenyidik 

dari Keepolisian maupun Keejaksaan untuk meembantu dalam prosees peenyidikan 

kasus tindak pidana korupsi, keemudian untuk dapat meenjadi bukti dalam 

beerkas dakwaan/peenuntutan dilakukan audit atas peerhitungan keerugian 

keeuangan Neegara, laporan hasil audit Peerhitungan Keerugian Keeuangan 

Neegara meerupakan salah satu bukti surat dalam beerkas dakwaan/peenuntutan. 

Kasus-kasus keetidakjujuran atau keecurangan yang diseengaja dan 

peenyalahgunaan keeuangan yang meembawa peelakunya dijeerat hukum teelah 

meengeenalkan keepada publik istilah audit foreensik, satu teeknik peemeeriksaan 

(audit) yang meendalam dan akurat, inveestigatif analitis deengan keeahlian leebih 

khusus bagi praktisinya, baik dalam bidang akuntansi, auditing, keeuangan, 

meetodee-meetodee kuantitatif, bidang hukum, keetrampilan inveestigatif dalam 

meengumpulkan bukti, meenganalisis dan meengavaluasi mateeri, 

meenteerjeemahkan dan meengkomunikasikan hasil teemuanya.6  

Kasus korupsi bisa teerjadi Kareena sikap yang tidak beertanggung jawab 

dari peelaku korupsi, meereeka dapat meelakukan korupsi tanpa 

meempeertimbangkan konseekueensi yang akan meereeka teerima. Institusi 

 
5Https://Wartapeemeeriksa.Bpk.Go.Id/?P=40915. Diaksees Tanggal 22 Noveembeer 2023 Pukul 

09:58 
6Wahyudi, Pandjy Satria, “Analisis Yuridis Teerhadap Keekuatan Peembuktian Audit 

Inveestigasi Oleeh Badan Peengawasan Keeuangan Dan Peembangunan Seebagai Keeteerangan Ahli 

Dalam Peenanganan Tindak Pidana”, Peekan Baru, Riau, Jurnal Onlinee Mahasiswa, Vol 6, No 2 

(2019). Diaksees dari Https://Jom.Unri.Ac.Id/Indeex.Php/JOMFHUKUM/Articlee/Vieew/26449. Pada 

Tanggal 22 Noveembeer 2023 Pukul 10:23 

https://jom.unri.ac.id/Index.Php/JOMFHUKUM/Article/View/26449
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peemeerintah seepeerti Badan Peemeeriksa Keeuangan (BPK), Badan Peemeeriksa 

Keeuangan dan Peembangunan (BPKP), dan Komisi Peembeerantasan Korupsi 

(KPK) meengeeluarkan Laporan Hasil Audit Peerhitungan Keerugian Keeuangan 

Neegara (LHAPKKN) untuk meembuat jeera para peelaku korupsi dan meenceegah 

peeningkatan kasus korupsi. Meenurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

dan Nomor 20 Tahun 2001 teentang Peeneetapan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 

jeenis tindak pidana korupsi (TPK), yang teerbagi meenjadi 7 kateegori. Dalam 

tujuh keelompok teerseebut salah satunya adalah Badan Peengawasan Keeuangan 

dan Peembangunan (BPKP). 

Peerintah Eekseekutif No. 103 Tahun 2001, yang teelah beebeerapa kali 

diubah, meembeerikan dasar bagi BPKP untuk meelakukan peenyeelidikan dan 

peemeeriksaan. Teerakhir, Peerprees Nomor 3 Tahun 2013 dan PP Nomor 60 

Tahun 2008 teentang SPIP. Meeskipun otoritas BPKP untuk meelakukan 

peenyidikan sudah jeelas, beebeerapa dugaan korupsi teelah meerusak otoritas 

BPKP untuk meelakukan peenyidikan Audit Inveestigasi kareena ada judicial 

reevieew dalam Pasal 6a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 teentang 

Tindak Pidana Korupsi. Seeteelah judicial reevieew dilakukan, audit pada 

umumnya adalah prosees peenyeelidikan yang diatur dalam Undang-Undang 

teerseebut.7 

Teerjadinya fraud (keecurangan) seebagai seeseeorang akuntan foreensik 

harus meempunyai peengeetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, 

 
7Sutrisno, Catur Ragil “Audit Foreensik : Meembongkar Dan Meenceegah Keejahatan 

Keeuangan”, Univeersitas Peekalongan, Jurnal Akuntansi Dan Peerpajakan Vol 3, No 2 (2013). 

Diaksees Dari Https://Digilib.Unikal.Ac.Id/Reepository/CaturSEeMNASAUDITFOREeNSIK13. Pada 

Tanggal 22 Noveembeer 2023 Pukul 10:34. 

https://digilib.unikal.ac.id/Repository/CaturSEMNASAUDITFORENSIK13
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peengeenalan prilaku manusia dan organisasi (human dan organization 

beehaviour), peengeetahuan teentang aspeek yang meendorong teerjadinya 

keecurangan, peengeetahuan teentang hukum atau standar bukti keeuangan dan 

bukti hukum, peengeetahuan teentang kriminologi dan viktimologi (profoling) 

peemahaman teerhadap peengeendalian inteernal, dan keemampuan beerpikir seepeerti 

peencuri (think as a theeft). Seeorang akuntan foreensik teentunya meemiliki 

keemampuan keeteerampilan dan peengeetahuan bagaimana meendeeteeksi kasus 

fraud teerutama korupsi. Akuntansi Foreensik beerpeengaruh positif signifikan 

teerhadap peendeeteeksian fraud.8 Peendeeteeksian fraud, khususnya korupsi, 

dilakukan untuk meembantu organisasi meencapai tujuannya deengan leebih baik 

tanpa meemiliki praktik keecurangan. Peendeeteeksian korupsi dilakukan meelalui 

inveestigasi dan keemudian inveestigasi pidana untuk meengeetahui peenyeebabnya. 

Suatu meeteedologi dan peendeekatan khusus dalam meeneelisik keecurangan 

(fraud), atau audit yang beertujuan untuk meembuktikan ada tidaknya fraud 

dalam prosees litigasi yang diseebut audit foreensik dibutuhkan dalam 

peembeerantasan korupsi. Dalam peengupayaan peermaslahan dari audit 

inveestigasi meelalu teeknologi foreensik teerutama untuk meenguji bahan bukti 

audit yang beersifat khusus, utamanya yang ditujukan untuk meengungkap 

kasus-kasus atau keecurangan maupun peenyimpangan-peenyimpangan yang 

meemiliki indikasi yang meerugikan keeuangan neegara, pihak-pihak yang 

teerlibat, modus opeerandi, peeraturan peerundang-undangan yang dikangakangi, 

kapan teerjadinya keejadian, lokus keejadian, keerugian yang ditimbulkan, dan 

 
8Tuasikal, H,  Akutansi Foreensik Dalam Upaya Peembeerantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Jurnal Justisi, Vol 6, No (2), (2017). Diaksees dari Https://Doi.Org/10.33506/Js.V5i1.537. Pada 

tanggal 22 Noveembeer 2023 Pukul 12.22 

https://doi.org/10.33506/Js.V5i1.537
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alat bukti peerkara seesuai deengan pasal 184 ayat  (1) KUHAP beerupa 

keeteerangan saksi, keeteerangan ahli bukti surat, peetunjuk, maupun keeteerangan 

teerdakwa, dan runtutan keejadian peerkara teerseebut harus di tuangakan dalam 

beerita acara peermintaan keeteerangan (BAPK) dari pihak teerkait deengan 

keejadian peerkara yang dimaksud.9 

Audit foreensik meencakup langkah-langkah atau langkah-langkah 

teerteentu yang dilakukan untuk meenghasilkan bukti. Di sini, meetodee audit 

digunakan untuk meeneemukan dan meenggabungkan bukti untuk meenunjukkan 

bahwa keecurangan teelah teerjadi, beerapa lama, bagaimana, beerapa banyak, dan 

di mana dilakukan dan oleeh siapa. Seelain itu, bukti-bukti dalam audit foreensik 

bisa juga dikumpulkan untuk meendukung isu-isu lain yang reeleevan deengan 

kasus peeradilan, seepeerti motif teerdakwa dan peeluang-peeluang yang 

meenyeebabkan dilakukannya tindakan keecurangan teermasuk kolusi antara 

beebeerapa pihak teertuduh.10  

Cara untuk meeneentukan suatu keerugian keeuangan neegara teerseebut 

dipeerluakan suatu keeteerangan ahli untuk meembuat teerang seesuatu peerkara 

pidana meengingat majunya teeknologi yang beerdampak pada suatu kualitas 

keejahatan yang meemaksa keeadaan untuk meengimbanginya deengan meetodee 

 
9Nareendra Aryo Bramastyo, Lucky Eendrawati, Alfons Zakaria, “Laporan Audit Inveestigasi 

Seebagai Bukti Peermulaan Peenyidikan Tindak Pidana Korupsi”, Brawijaya Law Studeent Journal,  

(2014). Diaksees dari Http://Hukum.Studeentjournal.Ub.Ac.Id/Indeex.Php/Hukum/Articlee/Vieew/773 

Pada Tanggal 22 Noveembeer 2023 10:44 
10Mursalin, Peeran Audit Foreensik Dalam Peembeerantasan Korupsi Di Indoneesia, Jurnal 

Meedia Wahana Eekonomika, Vol. 10, No.2, Juli 2013 : 43 – 58, Diaksees Dari 

Https://Jurnal.Univpgri-Paleembang.Ac.Id/Indeex.Php/Eekonomika/Articlee/Download/3616/3370 . 

Pada Tanggal 22 Noveembeer 2023 Pukul 11:09 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/Index.Php/Hukum/Article/View/773
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/Index.Php/Ekonomika/Article/Download/3616/3370
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peembuktian yang meemeerlukan suatu peengeetahuan dari keeahlian.11 Seelain itu 

konseep untuk meengurangi korupsi meenurut Thee Eeconomic Deeveelopmeent 

Instituee (EeDI) of thee World Bank adalah konseep yang diseebut "Pillars of 

inteegrity" (Langseeth, Stapeenhurst, and Popee, 1997; Dyee and Stapeenhurst, 

1998 dalam Indrawati, 2005). Deelapan pihak seebagai pilar inteegritas nasional 

yaitu : (1) leembaga eekseekutif; (2) leembaga parleemeen; (3) leembaga keehakiman; 

(4) leembaga-leembaga peengawas ("watchdog" ageenciees); (5) meedia; (6) seektor 

swasta; (7) masyarakat sipil; dan (8) leembaga-leembaga peeneegakkan hukum.12 

Deengan peemaparan dari peemahaman peenulis di atas, maka peenulis 

beertujuan untuk meengkajinya dalam seebuah peeneelitian hukum guna peenulisan 

skripsi yang beerjudul “Pembuktian Berdasarkan Laporan Audit Forensik 

Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”. 

B. Perumusan Masalah  

Beerdasarkan latar beelakang masalah yang teelah dipaparkan 

seebeelumnya, dan agar tidak teerjadi keerancuan nantinya dalam hal peenulisan 

skripsi ini, maka peenulis akan meembatasi peermasalahannya dalam dua pokok 

peerumusan masalah untuk dapat dibahas, yakni: 

1. Bagaimanakah pengaturan pembuktian dalam tindak pidana korupsi? 

2. Apakah laporan audit forensik dapat mengungkap tindak pidana korupsi 

(studi putusan pengadilan :(No. 236 K/Pid.Sus/2014) dan putusan (No. 

683 K/Pid.Sus/2017))? 

 
11M.Yahya Harahap, Peembahsan Peermasalhan Dan Peeneerpan KUHAP, Peenyidikan Dan 

Peenuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 296. 
12Ibid 
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C. Tujuan Penelitian 

 Dalam suatu peeneelitian pada hakikatnya meemiliki suatu tujuan yang 

mana tujuan teerseebut dapat teerlaksana seebagaimana meestinya. Tujuan yang 

ingin dicapai peenulis dalam peeneelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian dalam tindak pidana korupsi 

2. Untuk meengeetahui laporan audit forensik dalam mengungkap tindak 

pidana korupsi (studi putusan pengadilan :(No. 236 K/Pid.Sus/2014) dan 

putusan (No. 683 K/Pid.Sus/2017)). 

D.   Manfaat Penelitian 

Dalam keegiatan peeneelitian hukum guna dalam peenulisan skripsi ini, 

agar keedeepan dapat beermanfaat bagi siapapun, khususnya untuk peenulis 

seendiri. Adapun manfaat, yang dapat dipeeroleeh dari peenulisan peeneelitian ini 

yaitu: 

1. Manfaat teeoritis 

a. Seecara teeoritis, peeneelitian ini akan meembeerikan peengeetahuan dan 

peemahaman yang meendalam untuk meembantu keemajuan disiplin ilmu 

hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana, yang khusus 

meempeelajari bagaimana laporan audit foreensik dapat digunakan untuk 

meembuktikan tindak pidana korupsi. 

b. Beertujuan untuk untuk meeningkatkan reefeereensi dan liteeratur 

keepustakaan teentang disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana, 

untuk meembantu keemajuan peeneelitian di masa deepan. 

2. Manfaat praktis 
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a. Dari Hasil peeneelitian ini diharapkan dapat meembantu meengeembangkan 

peenalaran hukum dan pola pikir kritis. Seelain itu, peenulis dapat 

meengeetahui bagaimana meereeka dapat meenggunakan peengeetahuan yang 

meereeka peeroleeh seelama kuliah di Fakultas Hukum Univeersitas Jambi. 

b. Dari hasil peeneelitian ini juga beermanfaat bagi peembaca dan pihak lain 

di lingkungan yang ingin meempeelajari masalah yang sama. Ini akan 

meembantu meereeka meendapatkan leebih banyak peengeetahuan teentang 

subjeek peeneelitian. 

E.  Kerangka Konseptual  

Untuk meenghindari ambiguitas dan multitafsir teerhadap peengeertian 

dan isi dari skripsi ini, peenulis akan meenjeelaskan batasan-batasan seebagai 

beentuk tujuan dan maksud peemahaman peenulis teentang skripsi ini: 

a) Sistem Peembuktian 

Meenurut M. Yahya Harahap, Sistem Peembuktian adalah keeteentuan yang 

beerisi peenggarisan dan peedomanpeedoman teentang cara-cara yang 

dibeenarkan undang-undang meembuktkan keesalahan yang dilakukan 

teerdakwa.13 

b) Alat-Alat Bukti 

Alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu 

tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai 

bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas 

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

 
13M.Yahya Harahap, 2006, Peembahasan Peermasalahan Dan Peeneerapan KUHAP Jilid 

II,Jakarta:Sinar Grafika, hlm.252. 
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terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah adalah: 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjutk, dan keterangan 

terdakwa.14 

c) Laporan Audit foreensik 

“Laporan Audit foreensik meerupakan audit gabungan keeahlian yang 

meencakup keeahlian akuntansi, auditing maupun bidang 

hukum/peerundangan deengan harapan bahwa hasil audit teerseebut akan 

dapat digunakan untuk meendukung prosees hukum di peengadilan maupun 

keebutuhan hukum lainnya.” 

Vasudeeva meenyimpulkan bahwa audit foreensik meenggabungkan leegalitas 

disamping teeknik keepatutan, keeteeraturan, inveestigasi, dan audit keeuangan. 

Tujuan utamanya adalah untuk meengeetahui apakah nilai bisnis yang 

seesungguhnya teelah teerceermin dalam laporan keeuangan dan apakah ada 

prakteek peenipuan yang teelah teerjadi.15 

d) Tindak pidana korupsi 

Meenurut peerspeektif hukum, deefinisi korupsi seecara gamblang teelah dijeelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang teelah diubah deengan UU No. 20 Tahun 2001 teentang Peembeerantasan Tindak Pidana Korupsi. Beerdasarkan pasal-pasal teerseebut, korupsi dirumuskan keedalam 30 beentuk/jeenis tindak 

pidana korupsi. Pasalpasal teerseebut meeneerangkan seecara teerpeerinci 

meengeenai peerbuatan yang bisa dikeenakan sanksi pidana kareena korupsi. 

Keetigapuluh beentuk/jeenis tindak pidana korupsi teerseebut pada dasarnya 

dapat dikeelompokkan seebagai beerikut: 1. Keerugian keeuangan neegara 2. 

 
14Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
15Sutrisno, Catur Ragil “Audit Foreensik : Meembongkar Dan Meenceegah Keejahatan 

Keeuangan”, Univeersitas Peekalongan, Jurnal Akuntansi Dan Peerpajakan Vol 3, No 2 (2013). 

Diaksees Dari https://digilib.unikal.ac.id/reepository/Catur_SEeMNASAUDITFOREeNSIK13.pdf 

Pada Tanggal 22 Noveembeer 2023 Pukul 12:55 

https://digilib.unikal.ac.id/repository/Catur_SEMNASAUDITFORENSIK13.pdf
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Suap-meenyuap 3. Peenggeelapan dalam jabatan 4. Peemeerasan 5. Peerbuatan 

curang 6. Beenturan keepeentingan dalam peengadaan 7. Gratifikasi.16 

F.  Landasan Teori  

Peenulis dalam peeneelitianya meegeemukakan beebeerapa  teeori-teeori yang 

meendukung atau reeleevan deengan topik tulisan. Teeori ini beermanfaat untuk 

meembeerikan dukungan analisis teerhadap topik yang seedang dikaji dan dapat 

meembeerikan beekal pada peenulisan, apabila akan meengeemukakan hipoteesis 

dalam tulisannya. Hipoteesis ini dapat digunakan seebagai tolak ukur 

seekaligus tujuan dari peeneelitian yang beersangkutan dalam beentuk 

peembuktian dan yang keemudian teertuang dalam keesimpulan. Adapun 

beebeerapa teeori-teeori dalam peenulisan yaitu: 

1. Teori pembuktian 

Dalam sidang peengadilan, titik utama peemeeriksaan peerkara adalah 

peembuktian. Peembuktian adalah kumpulan aturan yang meeneerangkan 

bagaimana undang-undang dapat meembuktikan keesalahan yang 

didakwakan keepada teerdakwa. Peembuktian meenurut peemahaman umum 

adalah meenunjukkan keehadapan teentang suatu keeadaan yang 

beerseesuaian deengan induk peersoalan, atau deengan kata lain adalah 

meencari keeseesuaian antara peeristiwa induk deengan akar-akar 

peeristiwanya.17 Di dalam hukum pidana formil meengeenal beebeerapa teeori 

 
16M. Syamsa Ardisasmita, 2006, DEeFINISI KORUPSI MEeNURUT PEeRSPEeKTIF HUKUM 

DAN Ee-ANNOUNCEeMEeNT UNTUK TATA KEeLOLA PEeMEeRINTAHAN YANG LEeBIH 

TEeRBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEeL, Jakarta. Diaksees Dari 

Https://Www.Kppu.Go.Id/Docs/Artikeel/Seeminar%20PBJ.Pdf Pada Tanggal 21 Noveembeer 2023 

Pukul 01.23 
17Hartono, Peenyidikan Dan Peeneegakan Hukum Pidana Meelalui Peendeekatan Hukum 

Progreesif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59. 

https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf
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meengeenai sisteem peembuktian, meenurut Andi Hamzah sisteem teeori 

peembuktian dalam peeradilan pidana yaitu18: 

a. Sisteem/Teeori Peembuktian Beerdasarkan Undang-undang Seecara 

Positif (Positieef Weetteelijkee Beewijs Theeoriee). 

Andi Hamzah meembeerikan peemahaman meengeenai teeori peembuktian 

beerdasarkan undang-undang seecara positif, yang 

meenyatakan“Peembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti saja 

oleeh undang-undang diseebut deengan sisteem atau teeori peembuktian 

beerdasarkan undang-undang seecara positif, artinya jika teelah 

teerbukti peerbuatan itu seesuai deengan alat-alat bukti yang diseebut 

oleeh undang-undang maka keeyakinan hakim tidak dipeerlukan lagi. 

Sisteem ini diseebut juga teeori peembuktian formal (formal beewijs 

theeoriee)”.19 

b. Teeori Peembuktian Beerdasarkan Keeyakinan Hakim (Conviction 

Intimee) 

Sisteem peembuktian beerdasarkan keeyakinan hakim meemungkinkan 

hakim meenjatuhkan suatu putusan hanya beerdasarkan keeyakinannya 

saja, peembuktian beerdasarkan keeyakinan hakim yang seemata-mata 

meenjadi dasar peeneentu hakim dalam meenjatuhkan suatu putusan 

hanyalah didasarkan pada keeyakinan atau nurani hakim teerseebut 

tanpa teerikat pada alat-alat bukti yang ditampilkan dalam 

peersidangan. 

 
18Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 251-257. 
19Simons Dalam Andi Hamzah (Seelanjutnya Disingkat Andi Hamzah II), Hukum Acara 

Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 247 
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c. Teeori peembuktian beerdasarkan keeyakinan hakim atas alasan yang 

logis (Laconvic tion Raisonneeee) 

Pada peembuktian yang meenggunakan keeyakinan hakim atas alasan 

yang logis dalam meemutus peelaku salah atau tidak yang dilandasi 

oleeh keeyikanan hakim beerdasarkan batasan-batasan yang dapat 

diteerima akal seehat, peembuktian ini dapat diseebut Laconvic tion 

Raisonneeee. 

d. Peembuktian Meenurut Undang-undang Seecara Neegatif (Neegatieef 

Weetteelijkee Beewijs Theeoriee) 

Peembuktian teerhadap kasus-kasus pidana dalam peeradilan pidana di 

neegara indoneesia meenganut sisteem peembuktian meenurut undang-

undang seecara neegatif (neegatieef weetteelijkee beewijs theeoriee). Hal ini 

dapat dipahami dari keeteentuan Pasal 183 KUHAP, yang 

meenyatakan: “Hakim tidak boleeh meenjatuhkan pidana keepada 

seeorang keecuali apabila deengan seekurangkurangnya dua alat bukti 

yang sah, ia meempeeroleeh keeyakinan bahwa suatu tindak pidana 

beenar-beenar teerjadi dan bahwa teerdakwalah yang beersalah 

meelakukannya.” Sisteem peembuktian yang dianut hakim dalam 

sisteem peeradilan pidana Indoneesia adalah sisteem peembuktian 

beerdasarkan undang-undang seecara neegatif (neegatieef weetteelijkee) 

yang sangat eerat kaitannya deengan tujuan hukum acara pidana 

yakni dalam rangka meeneemukan dan meencari keebeenaran mateeriil 

seerta peeneegakan hukum meelalui prosees hukum yang adil (duee 
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proceess of law) meelalui prosees hukum peembuktian di deepan 

peersidangan pidana. 

2. Teori tindak pidana 

Tindak Pidana atau peeristiwa pidana adalah suatu tindakan atau 

peerbuatan yang diatur di dalam Undang-Undang yang diancam deengan 

hukuman pidana, yang dianggap beerteentangan deengan hukum yang 

dilakukan deengan keesalahan oleeh seeseeorang dan mampu untuk 

dipeertanggungjawabkan atas peerbuatannya. 

Dalam bagian inti dari tindak pidana yang meerupakan beestandeeleen, Van 

Beemmeeleen beeranggapan beestandeeleen ini teerdapat dalam lukisan deelik 

(deelicstsomchrijving), yang dapat untuk meengeetahui bagian peenting 

suatu deelik yang harus di lihat dari peengaturan peerundang-undangnya. 

Seedangkan eeleemeenteen meerupakan kontruksi yang seecara pasif ada yang 

tidak di jeelaskan dalam rumusan tindak pidana yang teerdiri dari unsur-

unsur:20 

a. keesalahan, 

b. keemampuan beertanggung jawab 

c. dan sifat meelawan hukum 

G.  Orisinalitas penelitian 

Orisinalitas peeneelitian meerupakan keeaslian dari peeneelitian yang 

dipeeroleeh deengan meebandingkan peebeedaan peeneelitian ini deengan beebeerapa 

peeneelitian teerhadap peeneelitian teerdahulu. Seeteelah meelakukan beerbagai 

 
20Topo Santoso Dan Eeva Achjani Zulfa, Hukum Pidana Mateeril Dan Formil. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2009, hlm.231 
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peeneelusuran ada beebeerapa judul artikeel jurnal yang beerhubungan 

deenganpeeneelitian jurnal ini, yaitu: 

1. Peeneelitian dari Ratna Kusuma Deewi deengan judul “Keekuatan 

Peembuktian Audit Inveestigasi Oleeh Badan Peengawas Keeuangan Dan 

Peembangunan (BPKP) Seebagai Keeteeragna Ahli Teerhadap Peengangan 

Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pimpinan Dprd Kota 

Surakarta)” deengan rumusan masalah (a) Bagaimana peenyusuan audit 

inveestigasi oleeh badan peengawas keeuangan dan peembangunan (BPKP) 

dalam peerkara tindak pidana korupsi anggaran peendapatan beelanja 

daeerah (APBD) kota surakarta tahun 2003? (b) bagaimana keekuatan 

peembuktian keesaksian ahli dari badan peengawas keeuagan dan 

peembangunan (BPKP) dalam peersidangan peerkara tindak pidana 

korupsi anggaran peendaptan dan Beelanja Daeerah (APBD) kota surakarta 

tahun 2003. 

2. Peeneelitian dari Pandjy Satria Wahyudi deengan judul “Analisis Yuridis 

Teerhadap Keekuatan Peembuktian Audit Inveestigasi Oleeh Badan 

Peengawasan Keeuangan Dan Peembangunan Seebagai Keeteerangan Ahli 

Dalam Peenanganan Tindak Pidana Korupsi” deengan rumusan masalah, 

a. Bagaimanakah beentuk Keekuatan Peembuktian Audit Inveestigasi Oleeh 

Badan Peengawasan Keeuangan dan Peembangunan Seebagai Keeteerangan 

Ahli Dalam Peenanganan Tindak Pidana Korupsi? Apakah dasar 

Keekuatan Peembuktian Audit Inveestigasi Oleeh Badan Peengawasan 
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Keeuangan dan Peembangunan Seebagai Keeteerangan Ahli Dalam 

Peenanganan Tindak Pidana Korupsi. 

Adapun orisininalitas peeneelitian ini yaitu peeneelitian ini meembahas 

meengeenai bagaimana beentuk peembuktian teerhadap tindak pidana korupsi 

beerdasarkan audit foreensik dan keeteerangan ahli dalam peenanganan tindak 

pidana korupsi teerseebut. Dalam peeneelitian teerseebut diseebutkan Beentuk 

keekuatan peembuktian audit inveestigasi oleeh Badan Peengawasan Keeuangan 

dan Peembangunan seebagai keeteerangan ahli dalam peenanganan tindak pidana 

korupsi teerbagi dalam beebeerapa beentuk yaitu peengujian fisik, bukti 

konfirmasi, bukti dokumeen, bukti obseervasi, bukti tanya jawab deengan 

auditan, peelaksanaan ulang, dan proseedur analisis. Yang mana dari pada 

bukti-bukti teerseebut dalam sidang peengadilan tindak pidana korupsi, 

keeseemua hal teerseebut disampaikan seesuai deengan keeteentuan Pasal 186 

KUHAP bahwa beentuk keeteerangan ahli dibeerikan beerdasarkan peertama, 

beentuk laporan deengan meengingat sumpah jabatan yang dalam hal ini 

dibeerikan pada saat peemeeriksaan oleeh peenyidik atau peenuntut umum, dan 

keedua beentuk keeteerangan langsung seecara lisan di sidang peengadilan yang 

dibeerikan pada waktu peemeeriksaan di sidang peengadilan dihadapan Majeelis 

Hakim deengan meengucapkan sumpah teerleebih dahulu, yang seelanjutnya 

dicatat dan dituangkan dalam beerita acara peemeeriksaan. 

H.  Metode Penelitian 

Dalam peeneelitian ini peenulis meenggunakan meetodee peeneelitian seebagai 

beerikut: 

1. Tipee peeneelitian  
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Tipee peeneelitian yang digunakan peenulis dalam peeneelitian dalam skripsi 

ini adalah hukum normatif atau peeneelitian hukum keepustakaan. Untuk 

meelakukan peeneelitian meengeenai asas, norma, dan aspeek hukum meengeenai 

peembuktian tindak pidana korupsi teerhadap peemanfaatan laporan  audit 

foreensik di indoneesia, peenting bagi peenulis untuk meembaca dan 

meempeelajari liteeratur dan peeraturan yang reeleevan. Oleeh kareena itu, 

peenulis akan meempeelajari buku-buku dan dokumeen hukum yang 

beerkaitan deengan topik yang dibahas. 

2. Peendeekatan peeneelitian 

Beebeerapa peendeekatan yang digunakan peenulis dalam peeneelitian normatif, 

seebagai beerikut: 

a. Peendeekatan konseeptual (conceeptual approach) 

b. Peendeekatan peerundagan-undagan (statuta approach) 

c. Peendeekatan kasus hukum (casee law approach) 

 

Peendeekatan yang digunakan dalam peeneelitian ini adalah peendeekatan 

konseeptual (conceeptual approach), peendeekatan peerundang-undangan 

(statuta approach) dan peendeekatan kasus hukum (casee law approach). 

“Peendeekatan konseeptual (conceeptual approach) beertujuan meeneeliti 

teerhadap konseep-konseep hukum seepeerti; sumbeer hukum, fungsi hukum, 

leembaga hukum, dan seebagainya.”21 Dalam peeneelitian ini peendeekatan 

konseeptual teertuju keepada konseep peembuktian audit foreensik seerta 

keeteerangan ahli di Indoneesia. “Peendeekatan peerundang-undangan (statuta 

 
21Bahdeer Johan Nasution, Meetodee Peeneelitian Ilmu Hukum, Ceet. 1, Mandar Maju, Bandung, 

2008, hlm. 92 
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approach) beertujuan untuk peeneelitian teehadap produk-produk hukum.”22 

Dalam peeneelitian ini peendeekatan peerundang-undangan teertuju keepada 

implikasi Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 teentang Peembeerantasan Tindak Pidana Korupsi seebagaimana teelah 

diubah deengan UU Nomor 20 tahun 2001 seerta UU No. 8 tahun 1981 

Teentang Hukum Acara Pidana. Keemudian peendeekatan kasus hukum (casee 

law approach) beertujuan untuk peeneelitian dari aspeek asas, norma, dan 

kaidah hukum dalam wujud peeneegakan hukum. Dalam peeneelitian ini 

peendeekatan kasus hukum (casee law approach) teertuju keepada akibat 

hukum dari sifat putusan peengadilan neegeeri. 

3. Peengumpulan bahan hukum 

Meetodee peeneelitian yang digunakan adalah peeneelitian keepustakaan yang 

ditujukan untuk meengumpulkan dan meeleengkapi bahan hukum yang 

dapat meempeerkaya sumbeer peeneelitian, seepeerti bahan hukum primeer, 

seekundeer dan teersieer. Bahan hukum yang digunakan peenulis dalam 

peeneelitian ini adalah: 

a. Bahan hukum primeer, teerdiri dari peerturan peerundang-undangan yang 

beerhubugan deengan peeneelitian yang dibahas, yaitu : 

a) Undamg-undang nomor 8 tahun 1981 teentang hukum acara pidana 

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 teentang Peembeerantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 teentang Peerubahan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 teentang Peembeerantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 teentang Komisi 

Peembeerantasan Tindak Pidana Korupsi 

 
22Ibid.  
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e) Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, tata cara Peelaksaan tugas 

BPK diatur deengan peeraturan BPK. 

f) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 teentang Peengadilan 

Tindak Pidana Korupsi 

g) Putusan No: 236 K/Pid.Sus/2014. 

h) Putusan No. 683 K/Pid.Sus/2017 

 

b. Bahan hukum seekundeer, teerdiri dari liteeratur baik beerbeentuk buku-

buku hukum, makalah, jurnal, hasil peeneelitian hukum, surat kabar, 

meedia inteerneet, dan sumbeer lainnya yang meemiliki keeteerkaitan deengan 

peeneelitian ini. 

c. Bahan hukum teersieer, yang meembeerikan peetunjuk maupun peenjeelasan 

teerhadap bahan hukum primeer dan seekundeer. Dalam peeneelitian ini, 

bahan hukum teersieer yang digunakan adalah Kamus Hukum dan 

Peendapat ahli. 

4. Analisis bahan hukum 

Seemeentara itu dikareenakan peeneelitian ini meendahulukan peerhatian pada 

data yang beersifat seekundeer, yaitu bahan pustaka hukum yang beerupa 

bahan hukum primeer, seekundeer dan teersieer, oleeh kareena itu alat 

peengumpulan data yang akan digunakan dalam peeneelitian ini teermasuk 

peeneelitian dokumeen (peeneelusuran peerpustakaan), yang meencakup 

meeneemukan dan meempeelajari sumbeer-sumbeer teertulis yang ada. Cara 

yang dapat digunakan dalam meelakukan studi dokumeen teerkait deengan 

peeneelitian ini adalah deengan meenganalisa dokumeen deengan cara 

meenyusun seecara sisteematis dan meengideentifikasi dokumeen teerseebut 

deengan cara yang teepat. 



25 
 

 
 

I.  Sistematika Penulisan  

Peenulisan skripsi ini disusun deengan siteematis, dan kompreeheensif 

(meenyeeluruh), yakni bab deemi bab. Seetiap bab meerupakan bagian yang tidak 

teerpisahkan satu sama lain. Skripsi ini disusun deengan teerdiri dari eempat bab 

yang masing-masing bab meemuat beebeerapa sub bab. Adapun sisteematika 

peenulisan yang dimaksud adalah seebagai beerikut: 

BAB I  Meerupakan bagian peendahuluan dalam peenulisan skripsi ini. 

Dalam Bab ini meempeerkeenalkan konseep, teeori dan landasan bab 

beerikutnya meembahas masalah-masalah yang peerlu dibahas. Bab 

I peendahuluan ini akan meenguraikan teentang peembuktian 

laporan audit foreensik seerta peembeerian keeteerangan ahli dalam 

kasus korupsi. 

BAB II    Meerupakan bagian tinjauan pustaka. Bab ini meembeerikan 

peenjeelasan teentang konseep, teeori, dan landasan dasar untuk 

meempeersiapkan bab beerikutnya untuk meembahas masalah yang 

akan dibahas di bab beerikutnya. Bab ini meembahas Pembuktian 

Berdasarkan Laporan Audit Forensik Dalam Mengungkap 

Tindak Pidana Korupsi. 

BAB III   Meerupakan bagian peembahasan dari peenulisan skripsi ini. Bab 

ini akan meembahas masalah dasar teentang pengaturan 

pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Keemudian akan 

meembahas laporan audit forensik dapat mengungkap tindak 

pidana korupsi (studi 
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 putusan pengadilan :(No. 236 K/Pid.Sus/2014) dan putusan (No. 

683 K/Pid.Sus/2017). 

BAB IV  Meerupakan bagian peenutup dalam peenulisan skripsi ini. Bab ini 

teerdiri dari keesimpulan dari masalah yang teelah dibahas, seerta 

saran peenulis teentang masalah hukum teerseebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


